
 

 

 

 

 

 

 

KABUPATEN BOJONEGORO 

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON 

NOMOR 27 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  

BADAN USAHA MILIK DESA “SARANA MANDIRI” 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA PEJAMBON, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa 

Pejambon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Sarana Mandiri” 

maka perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga BUM Desa “Sarana Mandiri” yang 

baru; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa 

“Sarana Mandiri”. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 

  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717);  

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  

Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016  

tentang  Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014  tentang  

Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan 

di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 2091);  

  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib 

dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 159); 

  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan 

Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 296); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 

Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

  11. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

12. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Sarana 

Mandiri”; 

13. Peraturan Desa Pejambon Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  

Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten  

Bojonegoro Tahun 2020 – 2025. 
 

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa mengenai Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tanggal BUM Desa “Sarana Mandiri” 

pada tanggal 15 Januari 2020. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN DASAR 

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK 

DESA “SARANA MANDIRI”. 

KESATU : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sarana Mandiri  

sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini. 

KEDUA : Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU memuat: 

a. nama; 

b. tempat kedudukan; 

c. maksud dan tujuan; 

d. modal; 

e. kegiatan usaha; 

f. jangka waktu berdirinya BUM Desa; 

g. organisasi pengelola; dan 

h. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan. 

KETIGA : Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU memuat: 

a. hak dan kewajiban; 

b. masa bakti; 

c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel 

organisasi pengelola; 

d. penetapan jenis usaha; dan 
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e. sumber modal. 

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Desa Pejambon 

pada tannggal 15 Januari 2020 

KEPALA DESA PEJAMBON 

 

 

 

 

ABD. ROKHMAN, S.Sos. 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON 

Nomor : 27 Tahun 2020 

Tentang : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) “Sarana Mandiri” 

 

 

ANGGARAN DASAR 

BADAN USAHA MILIK DESA ”SARANA MANDIRI” 

 

BAB I 

NAMA BUMDES 

Pasal 1 

(1) Badan usaha bercirikan Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa dengan 

nama singkatan BUMDES “Sarana Mandiri”, dan selanjutnya disebut “BUM 

Desa” dalam Anggaran Dasar ini. 

(2) BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum 

publik bercirikan Desa, dibentuk berdasarkan kewenangan berdasar hak 

asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

 

Pasal 2 

(1) Penyebutan nama BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

mempunyai makna: 

a. Sarana,  merupakan simbol dari wadah dan media yang menjadi tempat 

dan menunjukkan kekhususan dari sumber daya manusia Desa 

Pejambon; dan 

b. Mandiri, merupakan simbol dari kemampuan Desa Pejambon untuk 

berdiri sendiri mengelola potensi ekonomi, sumber daya alam, dan 

layanan dasar bagi warga Desa. 

(2) Makna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi dasar bagi 

pembuatan logo BUMDesa, meliputi: 

a. Logo bergambar Gapura Desa yang berdiri kokoh merupakan simbol 

bahwa BUM Desa merupakan badan usaha bercirikan Desa yang 

mandiri untuk melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan 

pengembangan ekonomi lainnya berbasis pemberdayaan masyarakat 

Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa; 

b. Logo padi kapas yang melingkari gapura, merupakan simbol 

kesejahteraan masyarakat Desa Pejambon yang kompak antara 

Pemerintah Desa, BUMDesa dan warga masyarakat Desa Pejambon 

dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi Desa yang merujuk 

kepada pancasila sila ke lima; 
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c. logo bergambar Padi Kapas melingkari Gapura merupakan simbol dari 

manajemen BUM Desa yang dilandasi nilai-nilai Pancasila terutama 

asas permusyawaratan, kekeluargaan dan gotong royong; 

d. logo dengan visualiasi warna hijau merupakan simbol dari komitmen 

Desa Pejambon. 

(3) Makna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya 

menjadi dasar pembuatan disain logo BUM Desa dan digunakan oleh 

pelaksana operasional untuk kepentingan, kebutuhan, dan keperluan 

pengelolaan usaha yang menguntungkan Desa Pejambon; 

 

BAB II 

TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 3 

(1) BUM Desa berkedudukan di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, 

Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. 

(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkantor di wilayah 

Desa, baik di dalam kantor Pemerintah Desa maupun di luar kantor 

Pemerintah Desa. 

 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 4 

(1) Maksud pendirian BUM Desaadalah membantu penyelenggaraan urusan 

pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa, melalui 

fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. 

(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disamakan 

dengan badan hukum privat seperti perseroan terbatas, koperasi atau 

lainnya, tetapi BUM Desa merupakan badan usaha bercirikan Desa yang 

dapat mendirikan Unit Usaha berbadan hukum privat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa beserta Penjelasan, Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan 

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.  

 

Pasal 5 

Tujuan pendirian BUM Desa adalah untuk: 

a. mendayagunakan potensi ekonomi Desa berbasis gerakan ekonomi Desa 

berdasar asas permusyawaratan, kekeluargaan, dan gotong royong; 

b. meningkatkan perekonomian Desa melalui usaha bersama (holding) yang 

sejalan dengan usaha yang telah dijalankan oleh pelaku ekonomi Desa;   
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c. mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di 

Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

d. memanfaatkan dan mengelola potensi dan aset Desa berbasis 

permusyawaratan, kekeluargaan dan gotongroyong untuk kesejahteraan 

Desa; 

e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 

layanan umum masyarakat Desa; 

f. meningkatkan kualitas layanan dasar Desa; 

g. menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa;  

h. mengembangkan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga 

dengan pola kemitraan yang menguntungkan Desa; 

i. melindungi, mengorganisir, dan mengkonsolidasi jenis-jenis usaha yang 

telah dilakukan warga Desa; dan 

j. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa. 

 

Pasal 6 

Selain tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BUM Desa 

bertujuan secara khusus untuk melakukan pengembangan atas kegiatan 

usaha bersama yang telah dirintis sebelumnya sejak tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2020, meliputi: 

a. pengelolaan wifi murah berbasis RT/RW di lingkungan Pemerintah Desa 

Pejambon; 

b. pengembangan wisata edukasi Pejambon; 

c. penyewaan kios di area wisata edukasi Pejambon; 

d. usaha pengelolaan wisata kolam renang; 

e. Pengelolaan jasa pembayaran listrik bagi warga desa Pejambon; 

f. pengelolaan tempat parkir dilingkungan wisata edukasi Pejambon; 

g. pengorganisasian acara (event organizer) berkaitan dengan studi banding 

dan kegiatan sosial di Desa Pejambon;  

h. usaha bersama lainnya untuk mengelola sumber daya alam, potensi 

ekonomi, dan layanan dasar yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan 

lembaga kemasyaratan Desa di Desa Pejambon. 

 

BAB IV 

MODAL 

Pasal 7 

(1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa Pejambon sesuai dengan 

hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa. 

(2) BUMDesa berkewajiban mengelola pemanfaatan aset-aset Desa bernilai 

Rp1.760.000.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), yang 

meliputi: 

a. pariwisata Edukasi Pejambon; 

b. peralatan antena wifi beserta jaringan; 

c. saldo deposite di Bank BRI; 
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d. aset niaga perdagangan. 

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Desa Pejambon Nomor 51 

Tahun 2019 tentang Penyerahan Aset-aset Usaha Desa ke BUMDes “Sarana 

Mandiri” Desa Pejambon; 

(3) Rincian nilai dari pemanfaatan aset-aset Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terdiri atas: 

a. bangunan dan fasilitas wisata Edukasi Pejambon senilai 

Rp1.145.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh lima juta  rupiah); 

b. bangunan tower, instalasi, wifi, dan jaringan senilai Rp50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah); 

c. bangunan kolam renang senilai Rp302.000.000,- (tiga ratus dua juta 

rupiah); 

d. bangunan taman desa Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima 

juta rupiah); 

e. Deposite saldo ke Bank BRI guna pembayaran listrik sebesar 

Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 

(4) Selain aset-aset Desa yang diserahkan pemanfaatannya kepada BUMDesa 

pada tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), BUM 

Desa wajib mengelola aset yang diserahkan pemanfaatannya kepada BUM 

Desa pada tahun 2019, meliputi: 

a. Tanah Desa sebagai sarana prasarana parkir di RT 12 RW 01 Desa 

Pejambon, dengan Hak Pakai Luas 400 meter, sebagaimana dimaksud 

dalam Keputusan Kepala Desa Pejambon Nomor 51 Tahun 2019 tentang 

Penyerahan Pengelolaan Aset-aset Usaha Desa ke BUMDes “Sarana 

Mandiri” Desa Pejambon; dan 

b. Tanah Kas Desa untuk lokasi wisata edukasi Pejambon dengan Persil 

Nomor 28a Klas I Luas 10.750 m2, sebagaimana dimaksud dalam 

Keputusan Kepala Desa Pejambon Nomor 51 Tahun 2019 tentang 

Penyerahan Aset Desa berupa tanah celengan bengkok Jogoboyo, untuk 

dikelola Usaha Desa ke BUMDes Sarana Mandiri Desa Pejambon. 

 

Pasal 8 

(1) Modal BUMDesa terdiri atas: 

a. penyertaan modal Desa; 

b. Dana Hibah dari kementerian Desa PDTT, Bantuan Keuangan Daerah 

kabupaten Bojonegoro; dan 

c. penyertaan modal masyarakat Desa.   

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang perubahan modal Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

 

Pasal 9 

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, 

dan Pemerintah Desa dapat memberikan hibah dan/atau akses permodalan 

kepada BUMDesa yang disalurkan melalui APBDesa. 
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BAB V 

KEGIATAN USAHA 

Pasal 10 

(1) Untuk mencapai tujuan dan pemanfaatan modal BUMDesa secara tepat 

sasaran, BUMDesa melakukan kegiatan usaha: 

a. pengelolaan sumber daya alam Desa; 

b. pengelolaan potensi ekonomi Desa; 

c. pemberian layanan dasar bagi warga masyarakat Desa. 

(2) Kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. usaha pengelolaan wisata edukasi Pejambon ; 

b. usaha pengelolaan wisata pemandiankolam renang “ Jomblang Padusan; 

c. usaha pengelolaan wifi murah berbasis RT / RW bagi warga desa 

Pejambon; 

d. pengorganisasian acara (event organizer) berkaitan dengan studi dan 

kunjungan di Desa Pejambon ;  

e. Pengelolaan jasa pembayaran listrik masyarakat desa Pejambon ; 

f. pengadaan dan pengelolaan rumah penginapan penduduk (homestay) 

yang dikelola oleh BUMDesa;  

(3) Kegiatan usaha pengelolaan potensi ekonomi Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. usaha pengelolaan Home industry Desa; 

b. usaha pengelolaan kerajinan dan industri kreatif Desa; 

c. usaha pengelolaan sewa kios di area wisata edukasi Pejambon; 

(4) Kegiatan usaha pemberian layanan dasar bagi warga masyarakat Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. pemasangan jaringan instalasi wifi berbasis RT/RW; 

b. fasilitasi pembayaran listrik; dan 

c. pemeliharaan atas kerusakan jaringan inti instalasi wifi RT/RW. 

(5) Rencana pengembangan usaha atas kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibahas dan disepakati dalam 

Musyawarah Desa, termasuk tapi tidak terbatas pada:  

a. besaran pembayaran tarif pungutan restribusi tempat pedagang ; 

b. besaran gaji karyawan atau staf BUMDesa Sarana Mandiri; 

c. besaran investasi dan bagi hasil investasi pada unit usaha BUMDesa 

berbadan hukum privat perseroan terbatas; 

d. biaya kerusakan dan perawatan aset BUMDesa;  

e. beban BUMDesa lainnya. 
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BAB VI 

JANGKA WAKTU BERDIRINYA BUMDESA 

Pasal 11 

BUMDesa didirikan pertama kali di Desa Pejambon pada tahun 2007 untuk 

waktu yang tidak terbatas. 

 

Pasal 12 

(1) Jangka waktu berdirinya BUMDesa dinyatakan berakhir berdasarkan 

alasan:  

a. kerugian; atau  

b. kepailitan. 

(2) Kerugian yang dialami oleh BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a menjadi tanggung jawab Direktur Utama BUMDesa, dibuktikan 

dengan Laporan Posisi Keuangan BUMDesa yang menunjukkan bahwa: 

a. laba BUMDesa lebih kecil daripada biaya modal;  

b. arus kas BUMDesa lebih kecil daripada kewajiban;   

c. BUM Desa tidak mampu memenuhi kewajiban; dan/atau 

d. nilai aset BUMDesa lebih rendah daripada nilai hutang BUM Desa.  

(3) Direktur Utama BUMDesa menyampaikan Laporan Posisi Keuangan BUM 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penasihat (ex-officio 

Kepala Desa) dan pengawas bahwa BUMDesa tidak dapat menutupi 

kerugian dengan kekayaan yang dimilikinya. 

(4) Kepala Desa menyampaikan Laporan Posisi Keuangan BUMDesaterkait 

kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Musyawarah Desa. 

(5) Hasil pembahasan dan keputusan dalam Musyawarah Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa untuk memutuskan: 

a. penghentian operasi unit usaha BUMDesa; 

b. restrukturisasi unit usaha BUMDesa; atau  

c. pengambilalihan (take over) atas seluruh kegiatan usaha BUMDesa; 

sampai dengan terbentuknya organisasi pengelola BUMDesa yang baru. 

(6) Dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

Direktur Utama BUMDesa menyampaikan Laporan Posisi Keuangan kepada 

Penasihat (ex-officio Kepala Desa) dan Pengawas berkaitan dengan kesulitan 

yang dialami BUM Desa untuk membayar kewajiban hutang kepada pihak 

kreditur. 

(7) Kepala Desa berwenang mengajukan kepailitan BUM Desa dalam 

pembahasan Musyawarah Desa untuk selanjutnya diselesaikan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.  
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BAB VII 

ORGANISASI PENGELOLA 

Pasal 13 

(1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa 

Pejambon. 

(2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional sesuai dengan 

ketentuan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. 

(3) Untuk meningkatkan kinerja BUM Desa dalam mencapai target berorientasi 

keuntungan berbasis pemberdayaan masyarakat Desa, organisasi pengelola 

BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan 

pengawas yang bekerjasama dengan penasihat untuk melakukan 

pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan 

pengurusan dan pengelolaan BUM Desa. 

 

Pasal 14 

(1) Organisasi pengelola BUM Desa merupakan susunan kepengurusan yang 

terdiri dari: 

a. penasihat; 

b. pelaksana operasional; dan 

c. pengawas. 

(2) Tugas dan tanggung jawab dari susunan kepengurusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa 

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Pejambon. 

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan 

bagi penetapan anggaran dasar dan anggaran dasar BUM Desa ini. 

 

Pasal 15 

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dijabat 

secara ex-officio oleh Kepala Desa Pejambon. 

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana 

operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan 

usaha Desa, berdasar visi dan misi dalam RPJM Desa Pejambon. 

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminta 

laporan kinerja BUMDesa kepada Direktur Utama BUM Desa meliputi: 

a. Laporan posisi keuangan BUMDesa; 

b. Laporan perkembangan kegiatan seluruh unit usaha BUMDesa; 

c. Rencana pengembangan usaha atau analisis kelayakan usaha BUM 

Desa; dan 

d. Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya BUMDesa. 
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Pasal 16 

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 

huruf b merupakan perseorangan yang direkrut dan dipilih secara terbuka 

(fit and proper test) dalam Musyawarah Desa dengan mengutamakan warga 

Desa Pejambon. 

(2) Pelaksana operasional bertugas:  

a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa sebagai lembaga yang 

melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat 

Desa; 

b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa;  

c. melakukan kerjasama dengan lembaga usaha ekonomi Desa lainnya;  

d. menyusun laporan posisi keuangan BUMDesa (neraca, laporan raba 

lugi, laporan perubahan modal BUMDesa, laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan); dan 

e. menyusun laporan perkembangan kegiatan seluruh unit usaha BUM 

Desa yang memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya bagi warga 

Desa. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

pelaksana operasional dapat melakukan rekruitmen dan mengangkat staf 

atau karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian 

tugas berkaitan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek 

pembagian kerja lainnya. 

 

Pasal 17 

(1) Pelaksana operasional BUM Desa “Mandiri” terdiri atas: 

a. Direktur Utama;  

b. Sekretaris; 

c. Bendahara; 

(2) Direktur Utama BUMDesasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

bertugas:  

a. memimpin seluruh operasional usaha BUMDesa, termasuk unit usaha 

berbadan hukum privat perseroan terbatas yang dibentuk oleh BUM 

Desa; 

b. mewakili BUMDesa sebagai pemegang saham mayoritas dalam 

pembentukan unit usaha berstatus badan hukum privat perseroan 

terbatas; 

c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan dan 

pengelolaan  BUMDesa secara berkala kepada Penasihat dan Pengawas.  

(3) Direktur Utama BUMDesabertanggung jawab atas kerugian yang dialami 

oleh BUMDesa. 

(4) Sekretaris BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas 

memastikan seluruh unit usaha BUMDesa bekerja sesuai dengan Anggaran 
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Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, dan wajib memberikan informasi 

yang berkaitan dengan Laporan Posisi Keuangan, laporan perkembangan 

usaha, rencana pengembangan usaha BUMDesa, dan rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja BUMDesa kepada Direktur Utama, Wakil Direktur 

Utama, Penasihat dan Pengawas. 

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang uraian tugas pelaksana operasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dalam Standar 

Operasional Prosedur (Standart Operating Procedure) yang ditetapkan oleh 

Direktur Utama BUMDesa setelah disepakati bersama Penasihat dan 

Pengawas. 

 

Pasal 18 

(1) Pengawas BUMDesa mewakili kepentingan masyarakat Desa Pejambon 

untuk memajukan usaha bersama yang dilaksanakan oleh BUMDesa. 

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c 

merupakan perseorangan masyarakat Desa Pejambon yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Kepala Desa.  

(3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari: 

a. ketua;  

b. wakil ketua merangkap anggota;  

c. sekretaris merangkap anggota; dan 

d. anggota.  

(4) Pengawas bertugas: 

a. melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional 

dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUMDesa; 

b. menyusun laporan singkat tentang capaian, temuan dan saran 

berkaitan dengan manajemen BUMDesa secara berkala pada tanggal 15 

setiap bulannya; 

c. melaksanakan pertemuan, musyawarah, atau rapat pengawas untuk 

membahas capaian, temuan dan saran tentang manajemen BUMDesa 

bersama Direktur Utama BUMDesa dan Penasihat; 

(6) Hasil pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan 

perkembangan program BUMDesa yang disajikan pada akhir tahun. 

 

BAB VIII 

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN 

Pasal 19 

Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk: 

a. pengembangan usaha; dan 

b. pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian 

bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan 

kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa; 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. 
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Pasal 20 

(1) Hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19merupakan 

total pendapatan seluruh unit usaha BUMDesa dikurangi beban dan 

hutang. 

(2) Total Pendapatan seluruh unit usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pendapatan dari unit usaha BUMDesa yang tidak berstatus badan 

hukum privat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);dan 

b. pendapatan dari unit usaha BUMDesa yang berstatus badan hukum 

privat perseroan terbatas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) umum. 

(3) Beban BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. beban operasional; 

b. beban jaminan kesehatan; 

c. gaji pelaksana operasional; 

d. gaji karyawan atau staf; 

e. tunjangan untuk Penasihat; 

f. tunjangan untuk Pengawas; dan 

g. beban lain sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) umum. 

(4) Hutang BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. utang pajak; 

b. utang kepada parapihak yang melakukan kerjasama dengan unit usaha 

BUMDesa yang tidak berbadan hukum privat perseroan terbatas;  

c. utang kepada parapihak yang melakukan kerjasama dengan unit usaha 

BUM Desa yang berbadan hukum privat perseroan terbatas; 

d. klasifikasi utang menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) umum. 

 

Pasal 21 

Pemanfaatan hasil usaha BUMDesa untuk pengembangan usaha dan, isentif 

lembaga, direktur dan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 

a adalah sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Hasil Usaha BUMDesa, dan 

selanjutnya menjadi laba ditahan bagi BUMDesa dan modal bagi unit usaha 

BUMDesa yang membutuhkan pengembangan usaha. 

 

Pasal 22 

(1) Pemanfaatan hasil usaha BUMDesa untuk pembangunan Desa, 

pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk 
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masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana 

bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 huruf b adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Hasil 

Usaha BUMDesa. 

(2) Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah atau bantuan 

sosial merupakan bagian dari prosentase Hasil Usaha BUMDesa yang 

diserahkan sebagai Pendapatan Asli Desa kepada Pemerintah Desa, 

sehingga BUM Desa tidak mempunyai wewenang untuk mengalokasikan 

hibah atau bantuan sosial tersebut, sesuai ketentuan dalam Pasal 89 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

(3) Direktur Utama BUMDesa menyerahkan Hasil Usaha BUMDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Desa untuk 

dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Desa kedalam APBDesa, setelah 

disepakati bersama dalam Musyawarah Desa. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Ketentuan operasional dari Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran 

Rumah Tangga. 

 

Pasal 24 

Ketentuan dalam Anggaran Dasar mengikat seluruh personel organisasi 

pengelola BUMDesa. 

 

Pasal 25 

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Desa, di Desa Pejambon, 

Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pada 

tanggal 15 Desember 2019. 

 

Ditetapkan di Desa Pejambon 

Pada tanggal 15 Januari 2020 

 Mengetahui,  

 Kepala Desa Pejambon Ketua BUMDesa “Sarana Mandiri” 

 

 

 

 

 

 ABD. ROKHMAN, S.Sos. ANDI WIMRATANI 
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ANGGARAN RUMAH TANGGA 

BADAN USAHA MILIK DESA“ SARANA MANDIRI” 

 

BAB I 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 1 

(1) BUM Desa berhak: 

a. memperoleh Dana Desa untuk penyertaan modal dan kegiatan 

pengembangan usaha bersama; 

b. mengelola aset Desa melalui pemanfaatan aset Desa; 

c. menjalankan usaha bersama (holding) untuk mengorganisir dan 

mengkonsolidasi usaha-usaha dari warga Desa; dan  

d. melakukan kerjasama kemitraan strategis dengan pihak lain dari luar 

Desa.  

(2) BUM Desa berkewajiban: 

a. memberikan informasi kepada publik mengenai penggunaan Dana Desa 

untuk penguatan permodalan, kegiatan pengembangan usaha, dan 

kegiatan sejenis yang dilakukan oleh BUM Desa;  

b. memberikan informasi terbuka dan berkala tentang pemanfaatan atau 

pemindahtanganan aset Desa yang dikelola oleh BUM Desa; dan  

c. menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan kerjasama 

kemitraan strategis yang dilakukan oleh BUM Desa.   

 

Pasal 2 

(1) Setiap personel pengelola BUM Desa berhak:  

a. menentukan pengembangan usaha yang menguntungkan Desa;  

b. menerima imbalan berupa gaji, insentif atau tunjangan sesuai kinerja; 

c. melakukan inisiatif kerja sama untuk pengembangan unit usaha BUM 

Desa; 

d. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan; 

dan 

e. mempromosikan usaha ekonomi Desa yang ada di Desa maupun unit 

usaha yang dikelola BUM Desa. 

(2) Setiap pengelola BUM Desa wajib: 

a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan 

usaha yang dikelola BUM Desa; 

b. berperan aktif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat 

Desa dan masyarakat dari luar Desa; 

c. membuka peluang kerjasama dengan warga Desa dan/atau lembaga 

kemasyarakatan Desa di Desa Pejambon; 

d. melaksanakan kerjasama antara BUM Desa dengan lembaga usaha dan 

lembaga bisnis sesuai asas rekognisi, subsidiaritas, permusyawaratan, 

kekeluargaan dan gotong royong;  
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e. saling bekerjasama dalam penyusunan laporan kinerja dan dokumen 

pendukung sesuai pembagian tugas. 

 

BAB II 

MASA BAKTI 

Pasal 3 

(1) Masa bakti organisasi pengelola BUM Desa adalah 3 (tiga) tahun, terhitung 

sejak Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga BUM Desa ini ditetapkan. 

(2) Setiap bulan organisasi pengelola BUM Desa wajib melaporkan kinerjanya 

kepada penasihat dan pengawas.  

 

BAB III 

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONEL 

ORGANISASI PENGELOLA 

Pasal 4 

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola BUM 

Desa ditujukan untuk: 

a. pelaksana operasional; 

b. pengawas. 

 

Pasal 5 

(1) Pelaksana operasional BUM Desa dipilih dan disepakati dalam Musyawarah 

Desa. 

(2) Dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 

warga Desa berhak mengajukan diri atau dipilih sebagai Pelaksana 

Operasional BUM Desa yang terdiri atas: 

a. Direktur Utama; 

b. Sekretaris; dan 

c. Bendahara. 

(3) Warga Desa yang mengajukan diri sebagai Pelaksana Operasional wajib 

bersedia menyampaikan visi dan misinya untuk melaksanakan Peraturan 

Desa tentang Pendirian BUM Desa “Sarana Mandiri” dan Keputusan Kepala 

Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa 

“Sarana Mandiri”. 

(4) Pengambilan keputusan atas warga Desa yang terpilih sebagai Pelaksana 

Operasional dilakukan secara musyawarah mufakat. 

 

Pasal 6 

(1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:  

a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;  

b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;  

c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha 

ekonomi Desa; dan  
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d. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah 

aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan 

e. tidak merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa, dan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa 

sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. 

(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:  

a. meninggal dunia;  

b. rangkap jabatan; 

c. telah selesai masa bakti; 

d. mengundurkan diri;  

e. tidak memenuhi keseluruhan tugas pelaksana operasional yang diatur 

dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa “Sarana Mandiri” 

dan Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga BUM Desa “Sarana Mandiri”; atau 

f. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 7 

(1) Pengawas BUM Desa dipilih dan disepakati dalam Musyawarah Desa. 

(2) Unsur Ketua dan Sekretaris Pengawas BUM Desa dipilih dari unsur 

masyarakat Desa yang dihormati dan mampu melakukan pengawasan 

manajemen kepada Pelaksana Operasional BUM Desa. 

(5) Pengambilan keputusan atas warga Desa yang terpilih sebagai Pengawas 

dilakukan secara musyawarah mufakat. 

 

Pasal 8 

(1) Persyaratan menjadi pengawas meliputi :  

a. masyarakat Desa yang memahami bidang pengawasan, audit, 

manajemen kewirausahaan atau sekurang-kurangnya mempunyai 

pengalaman wirausaha;  

b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;  

c. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah 

aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat;  

d. mempunyai karakter kepemimpinan untuk bekerjasama dalam 

penyusunan laporan singkat tentang capaian, temuan dan saran 

berkaitan dengan manajemen BUM Desa; dan 

e. tidak merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengurus lembaga kemasyarakatan 

Desa. 

(2) Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:  

a. meninggal dunia; 
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b. rangkap jabatan; 

c. telah selesai masa bakti; 

d. mengundurkan diri;  

e. tidak memenuhi keseluruhan tugas pengawas yang diatur dalam 

Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa “Sarana Mandiri” dan 

Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga BUM Desa “ Sarana Mandiri”; atau 

f. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

BAB IV 

PENETAPAN JENIS USAHA 

Pasal 9 

(1) Untuk mengembangkan usaha bersama yang berorientasi mendukung 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, BUM Desa dapat 

mengembangkan organisasi pengelola dalam bentuk: 

a. manajemen divisi; dan/atau  

b. unit usaha.   

(2) Pengembangan manajemen divisi dan/atau unit usaha yang dikelola oleh 

BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibahas dan 

disepakati dalam Musyawarah Desa. 

(3) Manajemen divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dikendalikan oleh pelaksana operasional sebagai satu kesatuan organik. 

(4) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

entitas hukum dengan status badan hukum privat yang dibentuk oleh BUM 

Desa sesuai kewenangan. 

 

Pasal 10 

(1) Manajemen divisi bertugas mengelola jenis usaha: 

a. pengelolaan rumah penginapan (homestay); 

b. kios di area wisata edukasi Pejambon; dan 

c. pertanian (cooperative farming). 

(2) Manajemen divisi sebagai dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan 

kinerja kepada pelaksana operasional. 

(3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian 

kesatuan organik dari BUM Desa, tidak memerlukan status badan hukum 

privat perseroan terbatas, sehingga tidak memerlukan akta penegasan dan 

akta pendirian oleh notaris, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Penjelasan, 

Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 

7 ayat (3) Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 
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Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa.  

(4) Direktur Utama BUM Desa berwenang mewakili BUM Desa dalam 

melakukan kerja sama dengan pihak ketiga berkaitan dengan jenis usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 11 

(1) Direktur dari Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf b redan ayat (2) bertugas mengelola: 

a. unit usaha pengelolaan Wisata Edukasi Pejambon; 

b. unit usaha pengelolaan usaha toko dan warung di lokasi wisata; 

c. unit usaha pengelolaan wisata pemandian; 

d. unit usaha pengelolaan gedung pertemuan untuk studi desa dari 

Desa/daerah lain dan pengorganisasian acara (event organizer) studi 

banding dan study kajian mahasiswa maupun NGO. 

(2) Direktur Utama BUM Desa berwenang meminta laporan kinerja kepada  

organisasi pengelola unit usaha yang dibentuk oleh BUM Desa.   

 

Pasal 12  

(1) BUM Desa dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain untuk 

mengembangkan kegiatan unit usaha BUM Desa. 

(2) Direktur Utama BUM Desa berwenang mewakili BUM Desa dalam perjanjian 

kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan 

musyawarah, pertemuan, atau rapat dengan Penasihat dan Pengawas. 

 

BAB V 

SUMBER MODAL 

Pasal 13 

Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa Pejambon sesuai dengan hasil 

pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa, sebesar 

Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan telah diserahkan oleh 

Pemerintah Desa Pejambon kepada BUM Desa pada tahun 2017, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar BUM Desa. 

 

Pasal 14 

Modal BUM Desa terdiri atas: 

a. Penyertaan modal Desa; 

b. Penyertaan modal masyarakat Desa; dan  

c. Bantuan Keuangan Pemerintah. 

 

Pasal 15 

(1) BUM Desa berhak menerima Dana Desa sebagai penyertaan modal dan 

penguatan permodalan BUM Desa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang 
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Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, 

dengan mempertimbangkan: 

a. Laporan Posisi Keuangan BUM Desa; 

b. laporan perkembangan kegiatan seluruh unit usaha BUM Desa; 

c. Rencana pengembangan usaha atau analisis kelayakan usaha BUM 

Desa; 

d. Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya BUM Desa; dan  

e. Kemampuan keuangan Desa.   

(2) Modal Desa Pejambon yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Desa Pejambon yang 

dipisahkan, sehingga penggunaan Dana Desa dimaksud selanjutnya 

digunakan BUM Desa untuk memberi nilai tambah bagi kegiatan usaha dan 

Aset BUM Desa.  

(3) Penggunaan Dana Desa sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan BUM Desa, 

sehingga neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUM Desa 

dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa, sesuai 

ketentuan Pasal 135 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa.  

 

Pasal 16 

(1) Dalam hal jenis usaha yang dikelola BUM Desa berkembang dari sisi 

kemanfaatan bagi warga Desa (benefit) dan keuntungan (profit), BUM Desa 

dapat mengembangkan usaha baru yang dikelola oleh Manajemen Divisi 

dengan menggunakan modal yang bersumber dari pemanfaatan Hasil 

Usaha BUM Desa. 

(2) Pembentukan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. 

(3) Masyarakat berhak meminta informasi dan melakukan penyertaan modal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan kegiatan usaha 

yang dikelola oleh BUM Desa. 

 

Pasal 17 

(1) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf b dapat ditujukan kepada unit-unit usaha perseroan terbatas yang 

dibentuk BUM Desa. 

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa Pejambon untuk kegiatan unit usaha  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 40% (empat puluh per 

seratus) dari penyertaan modal dari BUM Desa. 

(3) Setiap warga masyarakat Desa yang melakukan penyertaan modal untuk 

kegiatan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak 
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memperoleh dokumen perjanjian yang disepakati bersama Direktur Utama 

BUM Desa dan mengetahui Kepala Desa 

 

Pasal 18 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 

kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat memberikan hibah dan/atau 

akses permodalan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa. 

(2) Direktur Utama BUM Desa berwenang menerima hibah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dimasukkan sebagai modal BUM 

Desasesuai tujuan pemberian hibah. 

(3) Direktur Utama BUM Desa berwenang mewakili BUM Desa untuk 

memanfaatkan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan mengutamakan kepentingan divisi dan/atau unit usaha yang 

membutuhkan pengembangan usaha. 

(4) Apabila akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 

pinjaman yang sah dan berjangka waktu tertentu, maka Direktur Utama 

BUM Desa berwenang untuk mewakili BUM Desa sebagai penerima 

pinjaman setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dalam 

Musyawarah Desa. 

 

Pasal 19 

(1) BUM Desa dapat membeli aset-aset tanah dan barang untuk penguatan 

permodalan bagi kepentingan usaha bersama (holding). 

(2) Direktur Utama bertanggungjawab mengurus sertifikat atas pembelian aset-

aset tanah untuk diatasnamakan BUM Desa atau unit-unit usaha 

perseroan terbatas yang dibentuk oleh BUM Desa. 

 

Pasal 20 

BUM Desa dapat pula mengalami perubahan atau penambahan modal, 

bersumber dari: 

a. pemanfaatan Aset Desa tanpa mengubah status kepemilikan Aset 

Desamelalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau 

bangunan, serta bangun guna serah atau bangun serah guna; 

b. pemindahtanganan Aset Desa kepada BUM Desa (berupa tanah dan/atau 

bangunan milik Desa) melalui tukar menukar, penjualan aset Desa, atau 

penyertaan modal berupa tanah kas Desa; dan 

c. prosentase dari Hasil Usaha BUM Desa yang dimanfaatkan untuk 

pengembangan usaha. 

  

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel 

organisasi pengelola BUM Desa. 
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Pasal 22 

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada Musyawarah Desa, di Desa 

Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa 

Timur, pada tanggal 15 Januari 2019. 

 

 

Ditetapkan di Desa Pejambon 

Pada tanggal 15 Januari 2020 

 Mengetahui,  

 Kepala Desa Pejambon Ketua BUMDesa “Sarana Mandiri” 

 

 

 

 

 

 ABD. ROKHMAN, S.Sos. ANDI WIMRATANI 


